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ORINEWS.id — Mantan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin dan
kawan-kawan dilepas sementara oleh pihak kepolisian alias
ditangguhkan.

Arsin cs adalah tersangka dalam kasus pagar laut di Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri,
Brigjen Djuhandani Raharjo Puro menyatakan bahwa, masa
penahanan Arsin dan tiga tersangka lain dua kali diperpanjang.

Jika merujuk KUHAP, perpanjangan penahanan berlaku dua kali
dengan total 60 hari.

“Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan
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menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka kasus Kohod
Tangerang sebelum 24 April habisnya masa penahanan,” katanya
dikutip Sabtu (26/4/2025).

Alasan penangguhan penahanan itu karena para tersangka
bersikap kooperatif sejak awal.

Soal berkas perkara yang dikembalikan jaksa penuntut umum,
dirinya mengaku bahwa tak ada kesamaan pandangan antara
Bareskrim dengan Kejaksaan.

Alhasil, masih ada kesalahpahaman melihat konstruksi perkara
pagar laut.

“Terkait hal tersebut, semua kasus pagar laut yang terjadi di
Tangerang, penyidik tidak akan melakukan penahanan dikarenakan
para tersangka kooperatif,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, berkas empat tersangka kasus pemalsuan
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik
(SHM) di area pagar laut Tangerang dikembalikan Kejaksaan
Agung (Kejagung) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Pengembalian dilakukan Senin, 14 April 2025 lalu.

“Bahwa jaksa penuntut umum pada Jampidum telah mengembalikan
berkas perkara atas nama Arsin Bin Asip dan kawan-kawan yang
disangka melanggar pasal-pasal pemalsuan,” kata Kapuspenkum,
Kejagung Harli Siregar, Rabu (16/4/2025).

Direktur A Jampidum, Nanang Soleh Ibrahim menambahkan, alasan
berkas dikembalikan karena perkara tersebut ada tindak pidana
korupsi.

“Ya, sekali lagi perkara tindak pidana korupsi. Karena
menyangkut di situ ada suap, ada pemalsuannya juga ada,
penyalahgunaan kewenangan juga ada semua,” tutur Nanang.



Bukti Segitiga SOP masih kuat!

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu
menyindir dengan penegak hukum tidak berani menyentuh
oligarki.

“Sudah dapat diduga bahwa penegak hukum tidak akan berani dan
mau menyentuh oligarki yang selama ini menguasai mereka,”
tulis Said Didu dikutip di akun X-nya dikutip
Monitorindonesia.com, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, hal ini juga sebagai bukti bahawa rezim Prabowo
tak bisa berkutik.

“Ini bukti bahwa segitiga SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok)
masih sangat kuat. Rezim Prabowo saat ini tidak bisa
berkutik,” sindirinya.

Sementara itu politisi senior Andi Sinulingga yang mendengar
kabar ini juga terkejut dan memberikan respons yang tidak
terduga.

n

“Gilaaaaaaaak!!!,” sebut Andi Sinulingga.

Sementara pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengaku tidak
percaya terkait putusan ini.

Karena hal inilah yang menurutnya menjadi salah satu penyebab
banyak investor yang kabur.

“Pantas kita tidak dipercaya negera luar. Investor pada kabur
I Lha wong kita suka main drama korea,” katanya.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen
Djuhandhani Rahardjo Puro sebelumnya mengatakan pihaknya telah
menyepakati penetapan empat tersangka dalam kasus ini.

Keempat tersangka itu terlibat dalam pemalsuan berbagai
dokumen yang digunakan untuk pengajuan hak bangunan.
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"’Kami menetapkan tersangka terhadap Saudara A sebagai Kades
Kohod, Saudara UK selaku Sekdes Kohod, Saudara SP sebagai
penerima kuasa, dan Saudara CE sebagai penerima kuasa,” ungkap
Brigjen Djuhandhani dalam keterangan pers yang disampaikan
pada Selasa (18/2/2025).

Keempat tersangka diduga bersama-sama membuat dokumen palsu
sejak Desember 2023 hingga November 2024 yang ditengarai oleh
Kades dan Sekdes Kohod.

"'Di mana keempatnya diduga telah bersama-sama membuat surat
palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik sebidang
tanah, surat pernyataan tidak sengketa,” katanya.

Selain itu, mereka juga membuat surat keterangan tanah, surat
pernyataan kesaksian, Surat kuasa pengurusan permohonan
sertifikat dari warga desa Kohod dan dokumen 1lain yang
dibuatkan Kades dan Sekdes.

“Dimana seolah-olah oleh pemohon mengajukan permohonan
melakukan pengukuran dan permohonan Hak kantor pertanahan
Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga
Kohod,” pungkasnya. []



